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Penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), 
adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata 
sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa 
ataupun bantuan pihak ketiga yang netral. Dijawa, konsep pembuatan keputusan 
dalam pertemuan Desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh 
keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat 
membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. konsep ini dikenal 
sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Pesahangan kecamatan Cimanggu 
kabupaten Cilacap, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan 
perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan 
perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya 
Selanjutnya penulis mengambil rumusan masalah dalam studi ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana evektifitas mediasi perceraian diluar pengadilan di 
Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
lokasi penelitian di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. 
Yang bersifat perspektif emic. Model penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara 
menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya sebagaimana adanya yang 
terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan atau 
sumber data. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan 
menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat 
dalam mediasi. 
Kesimpulan terakhir dari skripsi ini adalah bahwa praktek mediasi di luar 
pengadilan yang terjadi di Desa Pesahangan dari penelitian yang telah penulis lakuan 
dari 8 orang yang melakukan mediasi tersebut semuanya berhasil, dan mediator  
telah berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih, sehingga dapat diambil 
kesimpulan praktek mediasi tersebut telah mencapai evektifitas. 
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A. Latar Belakang Masalah 
al-Qur‟an merupakan sumber hukum yang bersifat permanen yang 
didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang 
pencipta akan tetapi juga mengatur hubungan antar manusia sehingga dengan 
adanya sumber hukum Islam yaitu al-Qur‟an dan as-Sunah sehingga manusia 
bisa menyadari akan kebenaran dan kebatilan. Seiring berjalannya waktu 
dalam kehidupan manusia khususnya dalam berinteraksi sering menimbulkan 
permasalahan, adakalanya dapat diselesaikan secara damai atau secara Ishlah 
akan tetapi dalam realitanya suatu konflik banyak yang menimbulkan 
ketegangan yang terus-menerus sehingga dapat merugikan pada kedua belah 
pihak. Dalam mempertahankan hak masing-masing pihak yang tidak 
melampaui batas-batas dari norma yang telah ditentukan, maka perbuatan 
sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-
haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka dapat mengajukan 
gugatan kepada Peradilan terdekat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
1
 
Akan tetapi dalam realita yang terdapat pada masyarakat dimana kita 
hidup ditengah orang yang berbeda perilaku dan kepentingannya, hal ini 
sering terjadi perselisihan dikalangan masyarakat seperti perbedaan pendapat 
pada suatu keluarga. Suatu permasalahan itu akan muncul ketika masing-
masing individu merasa berargumen dengan benar dan merasa berhak atas 
                                                          
1
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 1. 
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apa yang diperselisihkan atau dipermasalahkan. Akibat dari salah satu pihak 
merasa dirinya benar maka perselisihan atau permasalahan itu tidak akan 
berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakannya disadari. 
Peradilan telah lama dikenal dan merupakan suatu kebutuhan 
bermasyarakat. Tidak dapat suatu perintah berdiri tanpa adanya Peradilan. 
Karena Peradilan itu untuk menyelesaikan segala sengketa diantara para 
penduduk.
2
 Hal ini sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58-59 
sebagai berikut: 
                                 
                                  
                              
                             
 
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
 
Ayat ini menerangkan bahwa agar umat manusia menetapkan hukum 
dalam suatu perselisihan dengan adil menurut undang-undang yang berlaku. 
Hal ini sudah ada ketentuannya dalam firman Allah SWT dan apabila diantara 
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 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam 
(Semarang: PustakaRizki Putra, 1997), hlm. 3. 
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umat manusia lainnya berlainan pendapat maka kembalilah atau merujuk 
kepada al-Qur‟an dan as-Sunah. 
Perdamaian merupakan jalan luar yang terbaik bagi umat manusia 
untuk menyelesaikan suatu masalah, apabila suatu permasalahan tidak dapat 
ditempuh dengan cara berdamai maka akan mendatangkan mudharat. Maka 
dari itu perdamaian atau ishlah supaya hal-hal yang akan menyebabkan 
kehancuran dan hal-hal yang membangkitkan fitnah akan dapat dihilangkan. 
Sebagaimana hal ini yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Hujarat 
ayat 10 : 
                          
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 
 
Dari ayat di atas Allah telah memerintahkan kepada orang muslim 
apabila diantara kalian saling berselisih maka damaikanlah. Sehubungan 
dengan hal ini M. Yahya Harahap sebagaimana  dalam bukunya Abdul 
Manan mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak-pihak 
berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum dan tidak melahirkan 




Penyelesaian perselisihan yang sederhana, cepat dan murah adalah 
dambaan kita semua. Hal tersebut didasari oleh pembentukan Undang-undang 
di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 1. 
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Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 
14 Tahun 1970, yang berbunyi :“Dalam perkara perdata Pengadilan 
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan”. 
Namun dalam menjalankan fungsinya terkesan lamban dan berbelit-
belit dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Karena 
berperkara dipengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga 
membutuhkan waktu. Dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dalam 
kenyataan, bahkan dalam prakteknya pelaksanaan Peradilan perdata semakin 
jauh dari angan-angan. Terbukti pada belakangan ini muncul suara parau dan 
agak sumbang mencerca lembaga Peradilan sebagai penyelesai masalah yang 
menimbulkan masalah. Tidak seperti slogannya Peradilan mengatasi masalah 
tanpa masalah. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian  
sengketa yang efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang mersa 
dikalahkan.  
Disamping melalui litigasi,juga dikenal dengan alternatif penyelesaian 
perdata diluar Pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Hal semacam ini 
dimungkinkan selain karena peraturan perundang-undangan. Dalam cara 
litigasi, inisiatif berperkara ada pada orang yang berperkara.  
Meskipun ketentuan tentang perdamaian telah ada, sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 130 Herziene Indonesische reglement selanjutnya 
disingkat H.I.R dan pasal 154 Rechtsreglement Voor Debuitengewesten 
selanjutnya disingkat Rb.g. Namun ketentuan tersebut belum di manfaatkan 
5 
 
sebagaimana mestinya, misalnya pada Pasal 130 ayat (1) H.I.R, rumusan 
tersebut telah dilaksanakan tetapi hanya pada formulasi saja
4
 
Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam bentuk upaya 
perdamaian tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal didalam 
sidang pengadilan. Usaha perdamaian yangdilaksanakan oleh para hakim 
selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk 
memenuhi formalitas sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan saja. 
Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema 
yang terjadi dibidang penegakan hukum. Disuatu sisi kuantitas dan kualitas 
sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan 
dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, pengadilan Negara yang 
memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai 
kemampuan yang relatif terbatas.  
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing 
yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah 
dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh 
berbagi pihak seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme 
Alternatif Penyelesaian Sengketa  (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa 
diluar Pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.
5
   
                                                          
4
 Mariana Sutadi, Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan (Bandung: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 367. 
5
 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), hlm. 9. 
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ADR sering diartikan sebagai alternative to litigation namun sering 
diartikan sebagai alternative to adjudikation. Pemilihan terhadap salah satu 
dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila 
pengertian yang pertama yang menjadi acuan (alternative to litigation), maka 
seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk 
arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (diluar litigasi dan 
arbitrase) merupakan bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai alternative 
to adjudication dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang 




Suatu sengketa lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui 
pengadilan atau diluar pengadilan. Hal ini secara tegas diatur pada pasal 31 
dan pasal 34 UU No.23 1997. Dalam pasal 31 UU No 23 1997 mengatur 
bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 
untuk „‟Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ 
atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau 
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup‟‟. 
Pada pelaksanaannya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ke tiga dan pihak 
ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
7
 
Penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution 
(ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
                                                          
6
 SuyudMargono, Penyelesaian Sengketa Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29. 
7
 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: 
Visimedia, 2011), hlm. 191. 
7 
 
berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang 
bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral. 
Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik an 
sengketa muncul secara umum dimana saja diindonesia (terutama dalam 
masyarakat tradisional). Sebagai contoh dalam masyarakatBatak yang relatif 
lebih memiliki budaya litigius, masih mengandalkan forum runggun adat 
yang pada intinya adalah  penyelesaian sengketa secara musyawarah dan 
kekeluargaan. Juga di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim 
perdamaian Minangkabau yang secara umum peranya sebagai mediator dan 
konsiliator. 
Dijawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan Desa tidak 
didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir 
sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi 
pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. konsep ini dikenal sebagai 
musyawarah. Seperti yang terjadi di Desa Pesahangan kecamatan Cimanggu 
kabupaten Cilacap, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan 
perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak 
melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada 
orang-orang yang dipercaya. 
8
 
Sesungguhnya bagi bangsa Indonesia sudah sejak lamamenjalankan 
pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional, yang dilakukan melalui 
Peradilan adat maupun Peradilan desa. Sebagaimana diketahui berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
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 Wawancara dengan Bapak Mujahidin pada tanggal 22 April 2015 
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kehakiman, lembaga arbitrase dan ADR diakui sebagai pilihan penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan. Pada penjelasan atas . Pada penjelasan atas pasal 
3 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 dikemukakan antara lain 
bahwa „‟ penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian 
atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter 
hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau 
perintah untuk dieksekusi dai pengadilan’’. Disamping itu, ketentuan 
dalampasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan 
bahwa „‟ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha 
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian’’.9  
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), dapat di 
ketahui bahwa bagi masyarakt tidak terdapat keharusan untuik 
menyelwsaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat 
memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau 
abritrase. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 1981 Tentang Pengesahan “Convention on The Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbital Awards” yang telah ditandatangani di New 
York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, 
negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi New York Convetion. 
Konversi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh 
para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari 
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 Rachmadi Usman. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, hlm. 5. 
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Ketentuan yang sama diatur pula dalam undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan pasal 10 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan bahwa „‟ketentuan 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (10 tidak menutup usaha penyelesaian 
perkara perdata secara perdamaian’’. Dari ketentuan ini, penyelesaian 
perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian. Pengaturan umun 
mengenai arbitrase, termasuk arbitrase syariah dan alternative penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan dikemukakan dalam undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009, dalam pasal 58 menyatakan bahwa „‟upaya penyelesaian 
senngketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui 
arbitrase atau altenatif penyelesaian sengketa’’.11 
Berhubungan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
untukpenyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasedan alternatif penyelesaian 
sengketa. Pada dasrnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur 
sengketa diluar pengadilan, baik melalui arbitrase maupun melalui arternative 
penyelesaian sengketa. hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
 12
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Visimedia, 2011), hlm. 11. 
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„‟Penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase 
yang secar tegas mengatakan bahwa semua sengketa atau beda 
pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan 
hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui 
arternatif penyelesaian sengketa‟‟.13 
 
 Untuk itu berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut 
diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian sebagai bahan 
skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Diluar Pengadilan Di Desa 
Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap‟‟. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan di Desa 
Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas mediasi diluar pengadilan di Desa Pesahangan 
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. 
2. Kegunaan Penelitian  
Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai 
kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu 
pengetahuan. 
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 www.dpr.go.id/dokjdih/.../uu/UU_1999_30.pdf di akses pada tanggal 20 Desember 2015 
pukul 20.00 WIB. 
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b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil 
penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan 
bagi pembaca pada umumnya. 
c. Memberikan konstribusi ilmiah untuk efektivitas pelaksanaan 
mediasi diluar Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. 
 
D. Telaah Pustaka 
Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu 
yangpenting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna 
penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah 
pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-
hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian 
penulis. 
Informasi tentang mediasi tidak hanya didapat dari pembicaraan 
langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur, 
baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan 
lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang 
terkait dengan permasalahan tentang mediasi dan buku-buku lain yang sangat 
mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan 
mengenai mediasi banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti : 
Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya Cara menyelesaikan Sengketa 
di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), meliputi 
pengertian mediasi, jenis-jenis mediasi dan cara menyelesaikan sengketa 
12 
 
melalui mediasi di luar pengadilan, perbedaan penyalesaian sengketa di 
pengadilan dan di luar pengadilan, teori, dasar hukum, prosedur, ketentuan 
teknis, dan pelaksanaan putusan atas penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 
Rachmadi Usman dalam bukunya Mediasi di Pengadilan Dalam Teori 
dan Praktik yang meliputi pengertian mediasi diluar pengadilan, dasar 
pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, bentuk 
alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 
Suyud Margono dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR) 
yang meliputi pengertian, peran dan fungsi mediator, tipologi mediator, 
tahapan proses mediasi. 
Adapun karya ilmiah yang membahas tentang perdamaian adalah 
pertama, Budi Setiawan dalam karya skripsi yang terdapat di STAIN 
Purwokerto yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian 
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, dalam karyanya 
hanya membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian 
di dalam pengadilan.
14
 Kedua, skripsi Dahri Iskandar dengan judul 
“Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan 
Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum 
Islam” skripsi ini menerangkan tentang bagaimana cara memfungsikan peran 
hakim atau non hakim sebagai fasilitator atau mediator dalam proses 
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 Budi Setiawan, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama Purwokerto (Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 
2008), skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 





 Ketiga, skripsi Munji Ma‟rifah yang berjudul “Tanggungjawab 
dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi ini menyebutkan faktor-faktor ketidak 
berhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkarakan perceraian dan gagal 
memegang tanggungjawab sebagai seorang hakim.
16
 Keempat, skripsi 
Anggita Isty Intansari yang berjudul “Implementasi Mediasi sebagai 
Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di 
Pengadilan Purbalingga tahun 2009-2010)” skripsi ini menyebutkan 
bagaimana penerapan mediasi dipengadilan agama Purbalingga pada tahun 
2009-2010.
17
 Kelima, skripsi Nur Fatihah Yuliani yang berjudul “Efektivitas 
Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 
2012”, skripsi ini menerangkan bagaimana efektivitas peran hakim dalam 
proses mediasi perceraian di Pegnadilan Agama Purbalingga dan mengenai 
faktor-faktor yang menjadi penghambat proses mediasi.
18
 
Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian 
yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah 
tempat dan pelaku mediasi diluar pengadilan, penelitian yang penulis lakukan 
lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi mediasi perceraian di luar 
pengadilan dan efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan dan 
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Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syari‟ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2006). 
16
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diterbitkan, Jurusan Syari‟ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2004). 
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 Anggita Isty Intansari “Implementasi Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan 
PERMA No 1 tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Purbalingga tahun 2009-2010)” skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2011). 
18
 Nur Fatihah Yuliani “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 
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Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2015). 
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penelitian dilakukan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten 
Cilacap. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab 
membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu 
dengan yang lainya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II berisi tentang uraian seputar tinjauan umum menganai mediasi 
meliputi tentang: pengertian mediasi, efektivitas mediasi, Keuntungan 
efektivitas mediasi, perceraian, syiqaq, al- ahkam dan tahkim. 
Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis 
penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, sumber data, teknik 
pengumpulan data dan teknik analisis data.  
Bab IV berisi tentang kajian dan analisis data para pihak yang 
melakukan mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten 
Cilacap yang meliputi Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya mediasi, 
Proses/ cara-cara mediasi. 
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Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini, penulis 
akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi point penting dalam Efektivitas 
Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan Desa Pesahangan. Dengan menggunakan 
proses obervasi, dokumentasi dan wawancara, maka dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa 
memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah prifat atau perdata. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan 
maupun di luar pengadilan. 
2. Dalam pelaksanaanya praktek mediasi yang terjadi di Desa Pesahangan para 
pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga 
untuk mencari solusi. Para pihak keluarga tersebut berupaya untuk 
mempertahankan tali silaturahmi dan hubungan keluarga yang terjadi karena 
pernikahan anak-anak mereka. Kemudian ke dua belah pihak keluarga 
mempercayakan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk 
mendamaikan anggota keluarga mereka yang tidak lain adalah pasangan 
suami istri yang akan melakukan perceraian di karenakan terjadinya suatu 
masalah di dalam keluarganya. 
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3. Masing-masing pihak menuturkan bahwa alasan mereka akan melakuan 
perceraian dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi konflik yang 
mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya. 
4. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, pihak keluarga dari suami dan istri 
mengarahkan pada mereka untuk melakukan mediasi dengan bantuan 
mediator dengan tujuan untuk meluruskan suatu masalah yang sedang di 
hadapinya. 
5. Terkait dengan mediasi yang terjadi di desa pesahangan, adapun langkah-
langkah yang di lakukan oleh mediator untuk menyelesaikan masalah yang 
sedang di hadapi oleh para pihak sangatlah berpengaruh terhadap berhasil 
tidaknya mediasi tersebut. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan mediasi di Desa Pesahangan peneliti mengumpulkan data para pihak 
yang melakukan mediasi melalui bantuan mediator. Data tersebut merupakan 
data yang penulis terima dari keterangan  mediator yakni P3M yang kemudian 
penulis rangkum. Sehingga penulis bisa memaparkan bagaimana tingkat 
keberhasilan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Karena pada dasarnya 
mediasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang 
berperkara. Didalamnya dapat diketahui perkara yang di selesaikan oleh 
mediator, laporan dan juga hasil dari praktek mediasi yang berhasil maupun yang 
tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah 




Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek 
pengangkatan anak di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten 
Cilacap, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui sekripsi ini, 
yaitu: 
1. Bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang mediasi  hendaknya 
merencanakan penelitian dengan matang agar memperoleh data yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu mengupas lebih dalam tentang  
mediasi  yang terjadi di dalam praktinya, sehingga mampu menghasilkan 
pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih sempurna. 
3. Semogga kedepannya bagi yang akan melakukan mediasi diluar pengadilan bisa 
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